
 

 

 

 

BUPATI BENOKAYANO 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 7. TAHUN 2020 

TENTANO 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 85 TAHUN 2018 
TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 
BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), 
pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan ·Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3823); 

':i.- 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

Mengingat 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan 



 

 

 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus 'Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana teiah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 20r4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 Tentang Peraturan Peiaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 



 

 

 

 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelglaan Dana Desa (Derita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Des 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1261); 

12.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Prioritas Penggunaat.Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012); 

13.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor367); 

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 



 

 

 

 

Nomor 377); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 / 2020 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2018 Nomor 85) di ubah sebag~i berikut : 

l. Ketentuan Pasal I ditambahkan I (satu) angka yaitu angka 38, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: . ' 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator ..... , .. 

penyelenggraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau Iebih desa yang 
bersanding yang dipersiapkan untuk menjadi desa baru. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 



 

 

 

 

9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai clengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
. ' jangka waktu I (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 
Desa. 

18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali 
oleh Desa. 

19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupt~in pada tahun anggaran 
berikutnya. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KeuanganDesa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Desa. 

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai 
koordinator PPKD. 

23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas PPKD. 



 

 

 

 

24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas 
PPKD. 

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) 
rekening pada Bank yang ditetapkan. 

26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 
satu tahun anggaran. 

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. , 

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

31. Dokumen Pe!aksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 
Desa. 

32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPPA adalah dokumen yang mm ~at perubahan rincian 
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan betdasarkan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APB Desa. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 
OPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal 
dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia barang/jasa. 

35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa 
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar 
yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 



 

 

 

 

mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 
disahkan oleh kepala Desa. 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan 
jasa. 

37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah inspektorat daerah kabupaten. 

38. Bantuan Langsung Tunai Desa yang Selanjutnya di singkat BLT Desa 
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu didesa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi 
dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) 

2. Ketentuan Pasal 18 di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga 
Pasal 18 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pemerinlahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasifikasi betanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi 
dalam sub bidang sesuai dengan keputuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi 
di Desa dengan besaran paling banyak 5% (lima per seratus) dari total 
APB Desa. 

(4) Jika terjadi bencana yang mengakibatkan Kejadian Luar Biasa seperti 
penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga 
masyarakat secara luas atau dalam skala besar, desa dalam APBdes 
Perubahan bisa menganggarkan penanganan Kejadian Luar Biasa lebih 
dari 5% sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Ketentuan Pasal 29 diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan 3 (tiga) ayat 
baru yakni ayat (4A), (4B), (4C), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak 



 

 

 

 

yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) adalah dengan rnenggunakan jenis belanja tak terduga. 

(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan rnendesak yang berskala lokal 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui 
APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan. 

(3) Dalarn hal Belanja tak terduga sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran 
biayanya dibuat secara global tanpa dirinci. 

(4) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber 
pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan/atau bersumber 
dari pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa. 

(4A) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Kejadian Luar Biasa 
seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa 
warga masyarakat secara luas atau dalam skala besar, Desa Dapat 
Menggunakan Jenis Belanja Barang/Jasa, Betanja Modal dan Jenis 
Belanja Tak Terduga. 

(4B) Belanja Sebagairnana di maksud ayat (4A), dianggarkan melalui 
APBDesa Perubahan. 

(4C) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4A), uraian rencana 
anggaran biayanya dibuat secara rinci. 

(5) Realisasi Belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat 
(4A) dilampirkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/ belanja yang 
dilakukan. 

4. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan (atu) Pasal baru yakni 
Pasal (29A). sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut: 

'I,, 
Pasal 29A 

(I) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB 
pelaksanaan dari anggaran tak terduga dan kejadian bencana yang 
mengakibatkan kejadian Juar biasa yang di usulkan kepada kepala 
desa melalui sekretaris desa. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang di usulkan 
sebagaimana ayat (1). 

(3) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB 
pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja sesuai dengan verifikasi yang 
dilakukan oleh sekretaris desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan kegiatan Pelaksanaan Penggunaan Anggaran 
Belanja kepada Bupati sejak keputusan Kepala Desa di tetapkan. 



 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Bengkayang 
9 4nil 2020 

+ 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal &a An] 2020 
SEK~a8 '«~RAH KMBUPATEN BENOKAYANO, 

BERITA H KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR !7 


